
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Tingkat II·dalarn Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan , 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J 2f ~ 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); t.,, 

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa 
Aset TakBerwujudmerupakan salah satu jenis aset yang berpotensi 
dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai aset non keuangan yang dapat 
diidentifikasi dan tidak mernpunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa dan wajib disajikan 
dalam Laporan Keuangan Pernerintah Daerah (LKPD); 

b. bahwa Aset Tak Berwujud (A TB) harus memenuhi kriteria dapat 
diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mernpunyai potensi 
manfaat ekonomi masa depan sehingga pengelolaannya perlu diatur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di 
Kabupaten Sumba Timur; 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR 
NOMOR !~. T AHUN 2016 

TENT ANG 

SISTEM IlAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN ASET ':" AK BERWUJUD BERBASIS AKRUAL 

DIKABUPATENSUMBATIMUR 

BUPATI SUMBA TIMUR 

Mengingat 

Menimbang 



MEMllTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDl'R 
PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD BERBASIS AKRUAL Dl \ 
KABUPA TEN SUMBA TIMUR \/ 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20\ \ tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun ?.011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20\4 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 20 \ 5 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraiuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 
Urusan Pemerintahan Amara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 

10. Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
MilikNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

l l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengaf'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn 
Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2007. 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 141, Tambahar, 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 154), scbagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 
l O Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 201 "\ 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Swnba Timur 
Nomor 504); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor l Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten 
Sumba Timur (Lembaran Daerah K.abupaten Sumba Timur Tahun 2008 
Nomor 1 S 1, Tambahan Lcmbaran Daerah.K.abupaten Sumba Timur 
Nomor 161); 

Menetapkan 

/ 



\ l) Krireria ATB dapat diidentifikssi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi : 
a. ~t dipisshkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan 

secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; dan/atau 
b. timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum 

lainn~ 11. tanpa memperbatikan apakah hale tersebut dapat dipindahtangankan atau 
dipisshkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. 

(~) Kri~eri~ A TB dikendalikan oleh entitas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf bl 
meliputi : 

Pasal 4 

A TB hsrus memenuhi kriteria : 
a. d~(\."\t diideruifikasi: 
ti. dikendalikan oleh entires; dan 
c, mempunyai potensi manfsat ekonorni masa depan. 

BABlll 
KRITERIA ASET TAK BER WU JUD 

Pasal 3 

l'\:-t~~k'l.l..-m A TB bertujuan unruk : 
a, memreroteh manfsar ekonorui, sosial dan!atau manfaat Iainnya; dan 
b, memberikan pedornan dalam perlakuan akuntansi atas A TB yang tidak secara khusus diarur 

(\.'\\h &\CU st:mdrut atau buletin teknis lainnya, 

BAB ll 
TUJUA.t"l 
Pasal 2 

\\~~h .h.~\.th tz~\t-U{\.·lft"n Surnba Timur. 
\~\~f\\\t'M l'\.-\~t;\h ~'\ .. lalsh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, 

~~- \\u~t, ~i.tl."\h Hur,.·ui Sumba Timur. 
"' l"-"\\~\t, Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

\"\"'.f\\~t\..H.:\l\ R~lkyat Daersh Kabupaten Sumba Timur . 
.-\:-'(1 r~l \1"rw\~iud yang selanjutnya disingkat A TB adalab aset non keuangan yang dapat 
,fo1.kn1ift~;i.-<l dsn tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 
\\~~h.'\.~U,,.;tn N.mng atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk bak. atas 
\...,':.\.\~ ~tn inrelektual. 

e, Ft,ti~,t a&lah unit pemerintahan yang terdiri dari saru atau lebih yang menurut ketentuan 
\~tur~n perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
\,~,mm l~t..'\1\g~Ul. 

:\t\~~ Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalab Anggaran 
l~nJ-'t"'\.-tWl d.tn Belania Daerah Kabupaten Sumba Timur. 

BAB1 
RETEXTUAi."1 CMUM 

Pasa1 l 



(1) ATB yang dimiliki danlatau <Llcuasai oleh Pemerintah Daerah dapat dibedakan 
berda.sarkan : 

a. jenis sumber daya; 
b. cara perolehan; dan 
c. masa manfaat 

(2) ATB yang berda.sarkan Jenis Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 

a. Software Computer 
b. Lisensi dan Franchise 
c. Hak Paten clan Hak Cipta 
d. Hasil Kajian/Pengembangan yang memberik.an rnanfaat jangka panjang 
e. ATB dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya 
f. A TB dalam Pengerjaan 

(3) A TB yang berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 

a. Pembelian 
b. Pengembangan secara internal 
c. Perrukaran 
d. Kerja Sama 
e. Donasi/Hibah 
f. Warisan Budaya/Sejarah (inJangible heritage assets) 

(4) ATB yang berdasarkan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c 
meliputi : .. 

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) I 
b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)~ 

BAB IV 
JENIS ASETTAK BERWUJUD 

Pasal 5 

a. suaru entitas disebut .. mengendalikan aset" jika entitas rnerniliki kemampuan untuk 
memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang tirnbul dari aset tersebut dan dapat 
mernbatasi akses pihak lain dalam memperoleh rnanfaat ekonomi dari aset tersebut; dan 

b. kemampuan untuk mengendalikan aset pada umumnya didasarkan pada dokumen 
hukum yang sah clari lembaga yang berwenang. 

(3) Kriteria A TB mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan sebagaimana dimaksud- 
dalam Pasal 3 huruf c meliputi : 
a. pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa; 
b, penghematan biaya atau efisiensi; 
c. peningkatan kualitas layanan atau keluaran; 
d. proses pelayanan yang lebih cepat; 
e. penwunan jumlab tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas d!'n 

fungsi; dan/atau 
f. basil lainnya seperti pendapatan clari penyewaan, pemberian lisensi dan manfaat 

lainnya, 

/ 



TB L---l-----L- c P ' • -1-... • ~- • X • • 0...-! ,. - • • A =~ ara ero:~ .~-:~~: ~:::a -;~.L~ _, ,.. : ~~ -~ z:•--a:: .:•-:-~el 
mcrup3X3D ATB ~-=g ~~ d:!:::::si d:?:l ~;:.a~~.!?:.?:~ .:::r ... 
dooasi a:au hibaa, 

(5) 

(3) ATB ~ C~ P:o~~~~ ~.ci ~ P:?S?: 5 a:~ 1: ::.....;: 
d3p3c diperoleh mei:.tl:.:i ~:k~ .~-, ~ ~~ ~ -~ o:.= ~ ~2.-s.?:::::.. 

(4) ATB ber6s:rbn Cera P~l~ sehl;.?ima=:a c:::::c:ks~ ~ P?S:1: 5 a:z •:: ::::=-..::: 
~ pengem~~z:i ~-u ATB ~z:z tt:,~-::-~e::d,; ~ ~ ci".:.:a ;e::;;,;i 
cia;:at d.ilakclc.:m me:~ui k~ O!~ ~ e:-.d2S a:=?:: ~J::.. 

d3pal d.7C'Oleh ~ •. alei k~~ ~e. .. ~;;~;: :~ c:~c.x.?:O secera ;_ ... .....:.:: c~­ 

searu entitas, 

. - . -~ .. - .......... 

hsai7 
(1) ATB ~ Cara P~ ~p-:-:11;::.:a c;:::::;axs:::c .+>~Pas:!! 5 aya: G, :.:..:_-a: 

d:lpat ~.!k,;m SCC3ra ~52?; (tad!Y:&-!) ~ seeara g->::XC:£"". 
(2) ATB ~ Cera P=c!d-..:.-: set" .... g-,:!'!""';'3 ~~Pas?! 5 a:•--z:.1"3 

huruff~ me:--~~.: ~;!'fi~ ~E~ :\TB~·--:-- ~··:27"1 i::":-s-s.::::-a 
yang diperoleh secara :,m;"!"!"'.": se-"~cirni ~~. c::c;::--k~ .. :,.., ~ :\73. ~-= 
memeauhi S?t'.3:h S?I'.l Ici~ ~,:, ~ ~"21:::l dl:-.=-c:z;; .:- * o;e--~· 

(5) A TB ~ Jeais S:..=~ 02~-a ~~~ cs;~<..~ ~ P2S23 5 z:--z ~ 
huruf e 3C3kih ~...::;--·,-- ci3:'.':"Zl a:::?S S:".:=~ ~s::u-a ~--a::::g we:::::;,..::~yz:: :rz::.:~ 
a::au:pun nilai bagi p~,;!;i:·::?...~ ~~ :-.-~..!.~ 

(.i) A.TB~ Jecis S=:~ Daya se?:--.?.;-~;;:::::ca ~~ ... ~ ~ ~ 5 z:--z 
buruf d ac:ai~ St::rru u.j:~ rn ~~~~ :~ :::e:::::,e,:-::a:: -,.--·;;:::;::: ex..::r.....c,-:s 

huruf c _hlk paren *"~~·~ C--!k ~t:S:f ~~g C:~(:o c~ De""~a ~ :::-<)~~=-~ 
(peoemu) s:as ~ invecsiaya \te:...t:.=!:ll di ~~2 ~:-c-;i :~ :.:;c,•c se=-~ '<II,~ 

terrenru ~!3.L.~ ~ mv=::s::::'3 ~ a:;m ce::;:;:,e.-~ ;,e:se.:::;::z::::::.~ 
kep3cia p;}-,k bin t::::m;.i,. ~:~~,:o::::--::-a Ll.~ "':-< cipca a...,:z:: ~c ~~?=X:::-!'.a 
a::::w ~-:i::g b.:?k c~;:-o u::::-..a: 0.-:::2-.: ~....;_;-.=:l ~ ;,e=:z-:z;:o EZ?S"=' z:,,,.. 
informasi :ettct:.r-.: ~ r- .. ~c ~~ ~~'":!:;;:-; ~-u ci~~ 

'3!3U m-=:n~.;u;~~ E~ A~ K~y22n b;e:ei..~ (H.-\..'-..'f) a:z::: ciri <~ ~ :Z-£ 
d:rciliki p!h31: !3:n ~~ ~.:. un~ l-e:-.:i?s:L~ ~~ ~~l c:;.-..a;:icz c:~ 
piliu bin te:rs....~ ~ :---:.:.-1.:a pe:1:~~ .dz;- a:3ll ~..., ~ ~ ,,;~ jzs2 

ll) ATB b:nh.~-i.::1:1 Jenis S:=~ D:.:'.3 ~.!.?,;~.,-:a 5:r:---?1;5::Jd i22:::::·;>252i 5 z:.z: ·: ~-=--= 
a~ ~~g ~-a: d:~-.:t=: ~~ ~~~ c.e-~ ~:-..;-:~?-z, s...-~ ~·:::1i: a=.;c. 
ror.-~ er_~ ciska. ~;::.t -.i.4:-: ~£.! ~~~~-.-f'..?~ :~;~""'~:? ~-:::, ~~ar-e L:.~~ :?:-S 
~ ~ b..~,'ri . .\T3 :,,,~·S!l ~'7l6..!l""2' ya~g t--··,,... ~;io:;; bafz: :u 
tcpiss~brn J:!.-i ;.-'- ......... ~~ k"'=;e~ ~.e--,;;,-:.i, 

(2 ATB ~ Jecis S:.=~ Da:'3 ~ c;~,;:~ c.a·~ P,-~ 5 z:,--at CJ 
heruf b 3ih.:sn ii~-:~~,, - ~~~ izin .i:?:1 ~~ t..a..""2..~~ ~~-:ea ~-:u 
~"3ng ~a::::3. ii_~ ~.ii: ~::r..~bn e,-.~~ z=au j.252 :-ar~ r-;:;:Se:"S:C:~ ~ 
trancrdse tn<l'"'~~J£. ~~ ~ ::E~ s:t.~ S!...-..: ~n1.k rii~~ r:ax ~;~,a::: cz:1 .. ... . . 

P3:S:3! 6 / 



(1) Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa 
aktivitas/kegiatan tersebut telab memenuhi : 
a. definisi A TB; dan 
b. kriteria pengakuan. 

(2) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau 
jasa potensial yang diakibatkan dari A TB terse but akan mengalir kepada/dinikmati oleh 
entitas. 

(3) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal, yang terdiri dari : 
a. biaya yang diukur pada saat penga.kuan (biaya perolehan transaksi pertukaran atau 

untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas atau nilai wajar ATB pada saat 
diperoleh melalui transaksi yang bukan pertukaran); 

b. biaya yang dikeluarkan setelah perolehan untuk menambah, mengganti at.au 
memeliharanya; atau 

c. apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan ~ 
langsung terhadap A TB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke~ 
dalam nilai A TB dimaksud. 

BAB VI 
PENOAKUAN ASET TAK BER WU JUD 

Pasal 10 

Sumber dana ATB dapat berasal dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
b. danalbarang amanat pihak lain yang dikelola oleh SKPD; dan/atau 
c. surnber-sumber lainnya yang sah dan mengikat. 

BABV 
SUMBER DANA ASET TAK BERWUJUD 

Pasal 9 

Pasal 8 
(1) ATB berdasarkan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a 

adalah urnur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya 
unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan 
aset tersebut, atau faktor hukurn atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. 

(2) ATB berdasarkan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b 
adalah ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode (mempunyai umur 
manfaat yang tak terbatas) untuk memberikan manfaat kepada entitas, harus dilakukan 
reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. 

ATB berdasarkan Cara Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f 
merupakan ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya atau lingkungan masa lalu, 
dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan namun ada alasan 
lain seperti rnempunyai nilai sejarah dan untuk menccgah penyalahgunaan hak atas aset 
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 



(l) Pengcmbangan secara internal atas ATil hams mcmenuhi prinxip-prinsip pc:nYi,kua11, 
terutama dalam hal : 
a. mcngidentifikasi apakah dan kapan asct yang diidcntifikavikan tersebut ak;u, 

menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan 
b. menentukan biaya perolehan dari aset tcrsebut secara rnemadai. 

(2) Untuk menentukan apakah perolehan internal A1 B mcmcnuhi kriteria untuk 
pengakuan, perolehan A TB dikelompokan <la lam 2 tahap : 
a. tahap penelitian atau riset; dan 
b. tahap pengembangan; 

(3) Penelitian atau riset sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sehay,ai 
berikut : 
a. pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penclitian/riset (aiau tahap 

penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATH. 
tetapisebagai beban pada saat terjadi. 

b. dalam tahap penelitian/riset dari keglatan/aktivitas internal, Pemcrintah Daerah 
tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan 
manfaat ekonomi masa datang, sehingga pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada 
saat terjadi. 

(4) Tahap Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b adaJah sebagai 
berikut: 
a. ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengcmbangan satu 

kegiatan internal) barus diakui jikadan hanya jika Pemerintah Daerah dapat 
memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya : 
l. kelayakan teknis atas penyelesaian A TB sehingga dapat tersedia untuk 

digunakan atau dimanfaatkan; 
2. keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan A TB 

tersebut; 
3. kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut; 
4. manfaat ckonomi dan atau sosial dimasa datang; 
5. ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk 

menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan A TB 
tersebut: dan/atau 

6. kemampuan untuk mengukur secara rnemadai pengeluaran-pengeluaran yang 
diatribusikan ke A TB selama masa pengembangan. 

b. tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan kemungkinan merupakan 
kelanjutan (further advance) atas tahap penelitian/riset; dan 

c. hanya pengeluaran yang terjadi sctelah selurub kriteria sebagaimana dimaksudpada 
angka l tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan 
pengeluaran yang terjadi sebelwn memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai 
beban pada saat terjadinya. 

(5) Penelitian dibiayai instansi lain yaitu adanya : 
a. entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari 

belanja yang dikeluarkan darianggaran tersebutmenghasilkan aset walaupun 
penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain; 

b. perguruan tinggi atau lembaga litbang yang rnemperoleh dana penelitian dari 
~erintah tid~ dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelcktual serta hasil\ 
kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan; Ir.{ 

Pasal I I 



(3) Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi 
beban pada saat terjadinya. 

(4) Semua _pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabiJ,,.I 
memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut : Ii 

(1) Software komputer dianggap dibasilkan secara intemaljika: 
a. diperoleh atau diproduksi oleb Pemerintah atau suatu eotitas yang dikontrak oleb 

Pemerintah; dan/atau 
b. dikembangkan oleh instansi Pemerintah atau oleh kontraktor/pihak ketiga atas oama 

Pemerintah. 
(2) Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang 

dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut : 
a Tahap Awal Kegiatan yaitu termasuk peru.musan konsep dan evaluasi alternatif, 

penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap 
altematifuntuk pengembangan software tersebut; 

b. Tabap Pengembangan Aplikasi yaitu aktivitas pada tahap ini termasuk desain 
aplikasi, termasuk didalamnya konfigurasi software dan software interface, 
pengkodean, pemasangan software ke hardware, testing, dan konversi data yang 
diperlukan untuk mengoperasionalkan software; 

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi yaitu aktivitas dalam tahap ini adalah 
pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan 
pemeliharaan software. 

Pasal 13 

Dalarn pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
yaitu : 

a. untuk software yang diperoleb atau dibangun oleh internal instansi Pemerintah Daerah dapat 
dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri atau oleh 
pihak ketiga (kontraktor); 

b. dalam hal dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri dirnana biasanya suJit 
untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti 
ini tidak perlu diakui sebagai A TB; 

c. software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai A TB adalah yang dikontrakkan 
kepada pihak ketiga; dan 

d. biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan 
hardware harus dikapitalisasi sebagai A TB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara 
um um. 

Pasal 12 

c. tidak semua biaya penelitian yang telah dikeluarkan diakui sebagai A TB, namun 
demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan mengenai hal ini; dan 

d. apabila hasil penelitian tersebut dipaten.kan, dan biaya patennya dikeluarkan oleb 
instansi Lernbaga penelitian, maka A TB berupa paten tersebut dicatat oleh 
lembaga penelitian sebesar jurnlah biaya patennya. 
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(1) Pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer yang dapat diatribusikan. 
langsung terhadap A TB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam 
nilai ATB dirnaksud dengan harus memenuhi salah satu kriteria yaitu: 
a, meningkatkan fungsi software; dan 
b. meningkatkan efisiensi software. 

(2) Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pa'·''\ 
saat terjadinya. 

(3) Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak 
terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijio penggunaan/liseosi dari 
software atau up grade dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih 
mendekati kepada perolehan software baru. 

(4) Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adaJahL 
sebagai berikut: 

Pasal 16 

Untuk menentukan perlakuan akuntansi membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan 
penggunaan terhadap software yang diperoleh secara external, namun ada hal-hal yang perlu 
diidentifikasi terlebih dahulu yaitu: 
a. apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian software dan 

pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja; 
b. apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan software; dan 
c. berapa lama ijin penggunaan. 

Pasal 15 

c. 

b. 

a. perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka 
nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan 
perolehan software yang rnerniliki ijin penggunaan/rnasa rnanfaat kurang dari atau sampai 
dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi; 
software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa 
manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai A TB. Software yang diperoleh 
hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, 
tidak: perlu dikapitalisasi; dan 
software yang tidak merniliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 
12 bulan harus dikapitalisasi dan software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan 
dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi. 
pengeluaran terkait software yang tidak mememnuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai 
beban operasi pada periode terjadinya. 

d. 

Perlak:uan ak:untansi untuk software yang diperoleh secara pembelian adaJah sebagai berikut : 

Pasal 14 

a. pcngeluaran terjndi sctelah tahap awal kegiatan selesai; dan 

b. Pcmcrintah Daerah bcrkuasa dan bcrjanji untuk membiayai, paling tidak untuk 
periode berjalan. 

(5) Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah 
unplemcntasi/operasionalisasi harus dia.iggap sebagai beban pada saat terjadinya. 
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(1) Pengulcuran ATB yang diperoleh melalui pembelian dapat dibitung : 
a. pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan; 
b. bila A TB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu I 

dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar~ 
masing-masing aset yang bersangkutan; 

Pasal 21 

Pengukuran ATB yang diperoleh secara ektemal berasal dari : 
a. pembelian; 
b. pertukaran; 
c. kerja sama; dan 
d. donasi/hlbah. 

?asal 20 

Secara umum, A TB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika A TB diperoleh 
dengan cara selain pertukaran yang awalnya diukur dengan nilai wajar. 

BAB VII 
PENGUKURAN ASET TAK BER WU JUD 

Bagian Kesatu 
Pengukuran Pada Saat Perolehan 

Pasal 19 

(1) Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yangjangka 
waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya 
melewati tanggal pelaporan. 

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pengeluaran yang tel."\H 
terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diaku · 
sebagai ATB dalam pengerjaan (Intangible Asset-Work In Progress), dan setelah pekerjaan 
selesai kemud.ian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan. 

Pasal 18 

(1) Untuk hak paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka 
atas aset ini secara umum d.iakui pada saat dokumen hukwn yang sah atas hak. paten tersebut 
telah diperoleh. 

(2) Namun untuk. mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka 
entitas dapat mengakui sebagai hak paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya 
pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalarn Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). 

(3) Perlak.uan pencatatan terhadap Hak Paten dari basil kajian/pengembangan yang memerlukan 
pedakuan khusus, dimana Hak Paten masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber 
belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai 
sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah 
dikapitalisasi sebagai A TB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK. 

Pasal 17 

a. pengeluarru_i setelah perolehan beropa perpanjangan ijin penggunaan yang knrang dari 
atau sampai dengan 12 bulan tida.k perlu dikapitalisasi; dan 

b. rngeluaran ~etelah perolehan berupa perpanjangan ljin penggunaan yang lebih dari 12 
ulan harus dikapitalisasi. 
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Apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang. dapat diatribusikan langsung L 
terhadap A TB tertentu, maka pengeluaran terse but dap at dikapitalisasi ke dalam nilai A TB 
dimak.sud. 

Pasal 24 

Bagian Kedua 
Pengukuran ATB Setelah Perolehan 

(I) ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk. disajikan 
di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 

(2) Apabila A TB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak. 
patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya. 

Pasal 23 

(1) ATB yang diperoleb dari pengembangan secara internal, misalnya basil dari kegiatan 
pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, maka nilai perolehannya diakui sebesar 
biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak. ditetapkannya ATB tersebut 
dan memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah 
selesai dikembangkan. 

(2) Terhadap ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan 
tiga tahap sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 mengenai perlakuan khusus untuk 
software komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap 
pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kritcria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai 
sebesar pengeluarannya, 

Pasal 22 

/ 
c. ~ia~a untuk ~emperoleh A TB dengan pembelian terdiri dari : 

· harga beli, tennasuk biaya import dan pajak-pajak. setelah dikurangi dengan potongan 
arga dan rabat· dan 

2· setiap biaya y~g dapat diatribusikan secara lanr-sunz dalam membawa aset tersebut 
k~ kondisi yang rnernbuat aset tersebut dap;t bekerja untuk penggunaan yang 
dunaksudkan· dan/atau 

d. biaya-~iaya perolehan A TB dalarn nilai tereatat (carrying c1mo1mt) atas A TB diakui 
sarnp3:1 aset tersebut dalam kondisi yang mernpunyai kernampuan untuk beroperasi 
sepem yang diinginkan oleh manajemen. 

(2) Pengukuran ATB yang diperoleh melalui pertukaran dapat dinilai : 
a. perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari 

aset yang diserahkan; dan/atau 
b. apabila terdapat aset lainnya da.lam pertukaran, misalnya kas, rnaka hal ini 

mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mernpunyai nilai yang sama 
sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang 
diserahkan. 

(3) Pengukuran ATB yang diperoleh melalui kerja sama dapat dinilai dari basil berupa A TB 
dari kerja sama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan 
dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau 
peraturan perundang undangan; 

(4) Pengulruran ATB yang diperoleh melalui donasi/hibah dapat dinilai : 
a. A TB yang diperoleh dari donasi/bibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat 

perolehan; dan/atau 
b. penyerahan A TB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan 

kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah, 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 19 
Tahun 2014 tentan~ Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tidak .Berwujud (Berita Daerahl 
Kabupaten Sumba Tunur Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Nomor 524) dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. · 

Pasal 27 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) Suatu A TB harus dihentikan dari penggunaannya karena adanya penjualan, pertukaran, 
hibah atau berakhimya masa manfaat A TB sehingga perlu diganti dengan yang baru. 
Penghentian A TB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki 
manfaat ekonorni masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. 
Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan 
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah 
berakhir, maka A TB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonorni masa 
depan, sehingga penggunaannya harus dibentikan. 
Apabila suatu A TB dihemikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan 
maupun karena berakhimya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka 
pencatatan akun A TB yang bersangkutan harus dihenrikan dan diproses penghapusannya. 

(10) Entitas dapat meogajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundaog-undangan. 

(11) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan dengan cara dijual, 
dipertukarkan, dihibahkan, dan atau dijadikan penyertaaan modal daerah. 

(12) Penghentian ATB harus diungkapkan dalam Catatan atasLaporan Keuangan (CaLK). 

( l) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan A TB secara sistematis dan rasional selama 
masa manfaatnya, 

(2) Masa manfaar yang digunakan untuk amortisasi ATB adalah masa manfaat terbatas. 
(3) Metode amortisasi yang digunakan adalah Metode Garis Lurus dengan masa manfaat 

selarna 10 (sepuluh) tahun. 
(4) Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun 

A TB dan beban amortisasi ATB disajilran dalam Laporan Operasional serta penyesuaian 
a1cun A TB dapat dilakukan secara langsung dengan rnengurangi A TB atau membentuk 
akun lawan akumulasi amortisasi A TB. 

(5) Amortisasi dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa rnanfaat, 
dan nilai sisa dari ATB harus diasumsikan bemilai nihil. 

Bagian Kedua 
Pengbentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud 

Pasal 26 

Bagian Kesaru 
Amortisasi 

Pasal 25 

BAB VIII 
AMORTISASI, PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASETTAK BERWUJUD 

r 
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JUSPAN 

BERITADAERAH KABUPA~ SU~IBA TIMUR TA.HUN 2016 NOMOR ..... '6 

Diundangkan di Waingapu 
pada tanggal 

SEKRET ARIS DAERAH 
'vf(.\B UP A TEN S Ut. lBA run. R. 

Agar · 
penemsetiap o~g menge~uinya.. memerintahkan pengundangan Peraruran Bupati ini dengan] 

patano~ a dalam Ben ta Daerah Kabupaten Sumba Timur. k 

Peraturan B11n<>t-. • • .,.._... uu mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal 28 
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Pasal 4 
Ayat (1) 

Huruf a : Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset 
yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, 
diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual 
maupun secara bersama-sama Namun demikian tidak berarti 
bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas 
bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan 
lisensi kepada pihak lain. ldentifikasi serta pengakuan ini harus 
dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud 
melakukan hal tersebut. 

Huruf b : Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, 
mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang 
terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh 
bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini bisa juga 
meliputi pengalihan hak hukurn yang memungkinkan entitas untuk 
memperoleh manfaat masa depan dari hale tersebut. Dalam hal 
demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. 
Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya] 
seperti pater; bale cipta, merk dagang, danfranchise. "' 

Hurnfc 

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat 
memberikan manfaat ekonornis clan jasa potensial (potential services). 
Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, 
barang, atau jasa ke pemerintah, sedangkan jasa yang melekat pada aset dapat 
saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk lainnya, misalnya 
dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama 
pemerintah. 

Sebagai contoh, penerapan sistem on-line untuk perpanjangan Surat Ijin 
Mengemudi (SlM Keliling) akan memperoepat pemrosesan yang selanjutnya 
meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 

Hurufb 
CukupJelas 

Ketentuan Siste 
Akrual berped m dan Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud (A TB) Berbasis 
Standar AkUn om~ pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Alcuntans· A tansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis Nomor 17 tentang 
kejelasan 

1 
set ~ak Berwujur; Berbasis Akrual • namun untuk lebih mernberi 

Prosedur ;;1aka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan 
Tim ~ngelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba 
Ti ur,dalsehingga menjadj landasan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba 

mur am mengelola Aset Tak Berwujud (ATB). 
p ASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup Jelas 
Pass] 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Hurufa 
Cukup Jelas 

n. 
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Ayat (4) 

Apabila _basil lcajian ti~ dapat _diidentifikasi dan tidak memberi.kan manfaat 
ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai A TB. 

Ayat (5) 

Film. misalnya, pada dasamya ~~P~ rekaman atas sueru peristiwa yan~ 
~~mpuny_ai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun m. asyarakat, Hal I 
uu berarti film tersebui mengandung nilai terteotu yang dapat mempunyai ~ 

Ayat (3) 
Culcup Jelas 

Pasal 5 
Culcup Jelas 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Culcup Jelas 
Ayat (3) 

Hak Cipta memunglcinkan pemegang bale tersebut untuk membatasi 
penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, Hak Cipta 
memiliki masa berlake tertentu yang terbatas. Hak Cipta berlaku pada 
berbaga.i jenis karyaseni atau karya cipta atau ciptaan. Hak Paten dan Hak 
Cipta pada dasamya diperoleh karena adanya kepemili.kan kekayaan 
intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat .menghasilkan 
manfaat bagi entitas dan dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebui dan 
membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. 

Ayat (2) 

Huruf a : Namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu 
prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara 
lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut, 

Hurufb: lnstansi pemerintah dapat rnemperoleh manfaat ekonomi masa 
depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. 
Pengetahuan telcnis ini dapat diperoleh dari riset atau 
pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang 
dilak:ukan. Dalam kondisi demik:ian timbul pertanyaan, apakah 
entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan 
teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut, 
Kemampuan untuk mengendalikaa ini harus dibuktikan dengan 
adanya bale cipta (copyrights), hale paten tanpa adanya hak tersebut 
sulit bagi entitas untuk mengendalikan dan membat.asi pi.bak la.in 
memanfaatkan sumber daya tersebut, 

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli hardware, software, dan 
modul unruk kegiatan tertentu. Sepanjang soft tware tersebut dapat 
dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa 
depan maka software tersebut diidentifikasi se~gai ATB 
Sebaliknya dalam hal software komputer ternyaia ttdak dapat 
dipisahkan dari hardware yang tertentu, tanpa adanya software 
tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka software tersebut 
tidak dapat dipisahkan dengan hardware tersebut dan tidak dapat 
diperlak:ukan sebagai A TB tetapi sebagai bagian tak terpi~an 
dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesm. 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
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Cukup Jelas 
Pasal 9 

Cukup Jelas 
Pasal 10 
Cukup Jelas 
Pasal 11 

Ayat (1) 
Huruf a : Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa 

datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan 
dukungan asumsi logis yang mewak.ili estimasi terbaik dari 
manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan hadir selama umur 
ekooomis dari ATB. Entitas menggunakan pertimbangan untuk 
menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang 
sebagai akibat dari peoggunaan A TB deogan basis bukti-bukti yan~ 
tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pad31., 
bukti-bukti eksternal. 

Pasal 8 

Ayat (2) 

Perolehan dengan cam dernikian akan berpengaruh terhadap pengambilan 
kepurusan tentang identifikasi kegiatan yang rnasuk lingkup riser serta 
kegiatan·kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang mernenuhi 
definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga 
perolehan A TB. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Ha.le dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suaru 
perjanjian. termasuk hak kepemilikan atas A TB yang dihasilkan. Entitas yang 
berhak sesuai keteotuan yang akan mengakui kepemilikan A TB yang 
dihasilkan, sernentara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan 
kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas A TB tersebut, 

Ayat (5) 

Misalnya ada suatu perusabaan software yang memberikan software 
aplikasinya kepada suatu instansi pernerintah untuk digunakan tanpa adanya 
imbalan yang harus diberikan, · 

Ayat (6) 

Suatu entitas harus mengidentifikasi clan mengakui aset warisan ini sebagai 
A TB jika definisi dan kriteria pengakuan at.as ATB telah terpenuhi. 

Pasal 7 
Ayat (I) 

Cukup Jelas 

rnanfaat di . 
rneru!l3k_an ;;a._~ depan bag, pernerintah. Film Karva Seni/Budaya biasanya 

Ayat (6) eritage A TB. 

Dalam hal ini ·e · · · · · · di · tk -·'· di _ s peru juga aset tetap. aset uu nanunya juga rua .an unrux 
di &unak ~an d~lam . pelaksanaan operasional pernerimahan, sehingga dapat 

iu sebagai bagian dari ATB. 
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Aym {3) 
Huruf a : ln.qansi pemerimah yang memberikan dana tidak dapat serta mena 

menzakui A TB tersebin, karena sesuai dengan karakterisrik pengakuan A TB yang berasal dari Peoelitian dan Pengembangan, 
pengakuan t.etha.dap A TB tersebut adalah barus sesuai dengan 
kriteria pengakuan yaitu pada saat pengembangan sudah dapat 
dianggap mempuayai manfaar ekonomi dan/arau jasa potensial 
dimasa yang akan datang. Biaya perolehan A TB yang dihasilkan 
secara internal dari pengembengan adalab sejumlah pengeluaran 
yang dilakukan sejak tanggal A TB penama kali mcmenuhi kriteria 
pengakuan, 

Huruf b : Pihak perguruan tinggi dan 'a tau lembaga lit bang yang. melakukan 
pcnetirian tidak mencatat A TB tersebut, namun sesuai dengan p:w.lL 
IO PP 20 2005. perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut 

&.. K~ .,..~ 3.CiYitas :,"2::.-g ~~t:.?n u:::-.:k roemperoleb 
~-,, ... ~ba:uc~ ~l$l: 

b. Peocanza, C'\-al~ d2n sel~ ac:...~T a.as~ remuan 
i:csil pe::ietitizc rn ~~12e l2:? .. aya; 

c, Peocarien ah=., mf u:rnk. m2:fflal reb:m beku, peralaran, 
p:oc-~ proses, ~"'01 ~.;:: la;--c:m: 

cl FO".=o.ia. n.::nus. rancang;m e'\a!uasi den seleksi a.kh.i.r ans 
aheraanf y~ tc::'SCriia u::rruk pe:i;-rkaran material, peralatan, 
~ proses. sist~ dan by:m:m yang baru arau yang 
diperbaici, 

Huro:f b : C :mu ~ apakah SU3lU kajian pengembangsn 
m:-~Ihm man.iaat ekooomi dan 3laU sosial d1masa yang akan 
da:a:»g SU2IU emnas harus ma:npu meng:dentiii.b.si mengeaai: 
a. Apa manfaai ek.oooo.i dzn aJaU sosial yang. akan diperoleh dan 

basil kzjian pe:ngcmbangan tersebut; 
b, Siapa peoerima ma:li23: ekooomi dan atan sosial tersebun 
c, Apakah ases re:rsebut akan di gunabn oleh eatitas arau pihak lain; 
cl Jangsa wakru manfaat tersebur akan diperoleh, 

Coarob akavuas-akrivitas pada tahap pengembangaa adalah; 
a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi 

protoripe araa model; 
b. Desain, konstruksi dan pengoperasian proyek percobaan proses 

produk.si yang belum berjalan pada skala ekonomis yang 
mfflguxmmgkan untuk produksi komersial; 

c, Desain, konstruksi dan percobaaa beberapa ahernatif pilihan, 
uruuk babaa, peralazaa, produk. proses. sistem atau pelayanan 
yang sifamya baru aiau sedaag dikembangkaa, 

A,.-a: t> . ,_, 
H~~a: 
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Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Pasal 17 
Cukup Jelas 

Pasal 18 I 
Cukup Jelas l,, 

Pasal 16 
Ayat (I) 

Cukup Jelas 
Ayat (2): Misalnya peogeluaran setelah perolehan terhadap software yang 

sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, 
pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka mempcrbailci untuk 
dapat dioperasikan kernbali), tidak perlu dikapitalisasi. 

PasaJ )3 
Cukup Jelas 

Pasal 14 
Cukup Jelas 

Pasal 15 
Cukup Jelas 

Cukup Jelas 
Huruf d : Dalam kasus perolehan software secara pernbelian, harus dilihat secara 

kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk d.ijual 
atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software 
seperti ini harus dicatat sebagai persed.iaan. Dilain pihak apabila ada 
software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun 
merupakao bagian integral dari suatu hardware (tanpa software 
tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut 
diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi 
sebagai peralatan dan mesin, 

Huruf c 

Hurufa 
Cukup Jelas 

Huruf b : Software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada 
perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah 
satu kriteria dari pengakuan A TB yaitu pengendalian atas suatu aset 
menjadi tidak terpenuhi. 

Ayat (4) 

Cu!cup Jelas 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
PasaI 12 

adalah s b . . . . .. e agar pengelola kekayaan mtelektual serta hasil kegiatan 
l)enehtian dan pengembangan yang d.ilakukannya. Dalam pasal l l 
~p tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga 
litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum aras peroilikan 
kekayaan intelektual serta basil kegiatan penelitian dan 
pengembangan. 



' '-,. 
20 

Ayat2 
CuhipJelas 

Ayat3 
CukupJelas 

Ayat4 
Cukup Jelas 

Pasal 22 
Cukup Jelas 

Pasal 23 
Culcup Jelas 

Pasal 24 \ 
Cukup Jelas~ 

Huruf d : Biaya-biaya pcrolehan A TB dalam nilai tereatat (carrying amount) 
aras A TB dialrui sampai aset terse but dalam kondisi yang 
mempunyai kemampuan untuk beroperasi seperti yang diinginkan 
oleb manajemen. Oleh k.aren.anya, biaya-biaya yang dikeluarkan 
untuk menggunak.an dan rnemanfaaikan A TB bukan merupakan 
bagian dari nilai tercatai A TB. 

p~l9 

P CubpJeJas 
asaJ 20 

Culc1.1p Jelas 
PasaJ 21 

Ayat l 
Hurufa 

C u1cup Jelas 
Hurufb 

Cukup Jelas 
Hu:ruf c : Biaya untuk memperoleh A TB dengan pembelian biasanya dapat 

diukur secara memadai, khususnya brla berlccnaan dengan leas aiau 
aset moneter lainnya. 

Huruf c.I 
Cukup Jelas 

Hurufc. 2 

Contoh dari biaya yang dapaI d.iatribusilcan secara langsung adalah: 
a. biaya staf yang ti.mbul secara langsung agar aset tersebut dapat 

digunakan; 
b. biaya professional yang tirnbul secara langsung agar aset tersebut 

dapat digunakan; 
c, biaya pcngujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara 

baik, 

Contob dari biaya yang bukan merupakan unsur A TB adalah: 
a. biaya unruk memperkenalkan produk atau jasa baru (tennasuk biaya 

advertising dan promosi); 
b. biaya uotuk melak.sanak.an operasi pada lokasi baro atau sehubungan 

dengan pemakai (user) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatiban 
pegawai); 

c. biaya administrasi dan overhead umum Jainnya. 
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Pasal 26 
CukupJelas 

Pasal 27 
Cukup Jelas 

Pasa128 \ 
Cukup Jelasl, 

T AMBAHAN BERITA DAERAH KABUP A TEN SUMBA TIMUR NOMOR. . ..f~"' 7 

Ayat3 
Cukup Jelas 

Ayat a 
Cukup Jelas 

Pasa,i 25 

Ayai I 
A CuJcup Jelas 
"'-"at 2 · p 

· · el~ ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai 
penundahtanganan. Sesuai dengan PP RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
pengelolaao Baranz Milik Nezara Daerah dan Peraruran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun- 2016, pemerintah dapat melakukan 
pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk A TB dengan cara: 
a. dijual; 

b. dipertukarkan; 
c. dihi bahkan; a tau 

d. dijadikan penyertaan modal negara daerah. 


